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ABSTRAK 

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI UII SEBAGAI 

KAMPUS RAởMATAN LILôǔLAMǬN PERSPEKTIF HUKUM HAM DI 

INDONESIA DAN HUKUM ISLAM  

Rohmi Ahsan Hidayat 

14421006 

Ide penulis mengambil judul tersebut muncul karena kegelisahan penulis 

melihat Universitas Islam Indonesia dimana universitas tersebut merupakan 

tempat menimba ilmu bagi penulis yang merupakan penyandang disabilitas. 

Sebagai kampus swasta tertua di Indonesia, dengan visi terwujudnya Universitas 

Islam Indonesia sebagai kampus rahmatan lilôalamin, memiliki komitmen pada 

kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, 

pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di 

negara-negara maju, sebagai kampus rahmatan lilôalamin diharapkan kehadiran 

UII harus dirasakan juga oleh penyandang disabilitas. Hal itu selaras dengan hak 

asasi manusia di indonesia yang menerapkan hak-hak penyadang disabilitas 

khususnya aksesibilitas yang harus terpenuhi. 

Fokus dan pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana konsep ra matan lil 

óǕlamǭn terkait penyandang disabilitas sudah diterapkan di UII dan bagaimana 

tinjauan hukum hak asasi manusia di Indonesia terhadap aksesibilitas penyandang 

disabilitas di UII.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan konsep 

rahmatan lilôalamin di UII serta untuk mengetahui pemenuhan hak aksesibilitas 

penyandang disabilitas di UII. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan yuridis yang merupakan suatu pendekatan yang digunakan sebagai 

bahan hukum utama dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, selain itu 

peneliti juga menggunakan pendekatan normatif yang merupakan suatu cara 

pandangan agama dalam mengkaji suatu masalah berdasarkan al-Qurôan dan 

Hadits. 

Melihat dari observasi dilapangan serta dokumentasi yang peneliti 

dapatkan, bahwa komitmen Universitas Islam Indonesia belum maksimal dalam 

pemenuhan hak penyandang disabilitas dilihat dari penerapan aksesibilitas yang 

belum sesuai dengan standar penerapan aksesibilitas yang ada  pada peraturan-

peraturan pemerintah. 

Kata Kunci: Disabilitas, Aksesibilitas, Pemenuhan, Hak Asasi Manusia 
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ABSTRACT 

FULFILLMENT OF DISABILITY RIGHTS IN UII AS CAMPUS OF RAởMATAN 

LILôǔLAMǬN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA AND ISLAMIC 

LAW 

Rohmi Ahsan Hidayat 

14421006 

The idea of the writer to take the title emerged because of the writer's anxiety to 

see the Islamic University of Indonesia where the university is a place to gain knowledge 

for writers who are persons with disabilities. As the oldest private campus in Indonesia, 

with the vision of the realization of the Islamic University of Indonesia as a 

rahmatanlil'alamin campus, have a commitment to perfection (excellence), treatise of 

Islam, in the fields of education, research, community service and daôwa, the level of 

quality universities in advance countries, as a rahmatanlil'alamin campus it is expected 

that the presence of UII must also be felt by people with disabilities. This is in line with 

human rights in Indonesia which implement the rights of people with disabilities, 

especially accessibility that must be fulfilled. 

The focus and question of this research is how the concept of rahmatanlil'alamin 

related to persons with disabilities already implemented at UII and how to review human 

rights law in Indonesia towards accessibility of persons with disabilities at UII. This study 

aims to explain the application of the concept of rahmatanlil'alamin at UII and to find out 

the fulfillment of the accessibility rights of persons with disabilities at UII. 

This research uses field research using a juridical approach which is an approach 

used as the main legal material in the Laws in force in Indonesia, besides that researchers 

also use a normative approach which is a way of looking at religious issues in a problem 

based on the Qur'an and the Hadith. 

Looking at the observations in the field and the documentation that researchers 

receive, that the commitment of the Indonesian Islamic University has not been complete 

in fulfilling the rights of persons with disabilities in fulfilling the rights of persons with 

disabilities seen from the application of accessibility that is not in accordance with the 

standards of application existing accessibility to government regulations. 

Keywords: Disability, Accessibility, Fulfillment, Human Rights 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan kampus swasta tertua di 

Indonesia, kampus ini sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang 

didirikan oleh tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Moh. Hatta, Moh. Natsir, Prof. 

KHA. Muzakkir, Moh. Roem, KH. Wachid Hasyim, dll, menjadikan STI sebagai 

basis pengembangan pendidikan yang bercorak nasional dan Islamis serta menjadi 

tumpuan harapan seluruh anak bangsa. 

Namun seiring berjalanan waktu UII berkembang sangat pesat dengan 8 

fakultas yang dimiliki sekarang UII mampu bersaing dengan universitas lain 

dikancah nasional. UII sudah banyak mencetak alumni yang ikut andil dalam 

memajukan bangsa ini. Rektor UII periode 2017-2018, Nandang Sutrisno, SH., 

LLM., M.Hum., Ph.D., ñmenyampaikan bahwa salah satu visi misi UII ialah 

terwujudnya kampus yang rahmatan lil óalamin, memiliki komitmen pada 

kesempurnaan (keunggulan) risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, 

pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di 

negara-negara maju.Kehadiran UII harus dirasakan manfaat maupun kebaikannya 

oleh seluruh umat manusia sebagaimana visi UII menjadi rahmatan lil óalamin, 

sehingga disini jelas harus dirasakan juga khususnya oleh kaum difabelò.1 

 
1Pidato disampaikan dalam acara diskusi publik dengan tema ñMenanamkan Nilai-Nilai 

Inklusi dalam Penegakan HAMò yang diselenggarakan oleh Klinik Advokasi dan Hak Asasi 

Manusia Univesitas Islam Indonesia, pada tanggal 16 Desember 2017 



2 
 

 
 

Islam sebagai agama universal (ra matan lil óǕlamǭn). Ra matan lil 

óǕlamǭn berasal dari kata rahmah yang terdapat dalam al-Qurôan hampir semuanya 

menunjuk kepada Allah SWT, rahmahmerupakan subjek utama. Atau dengan kata 

lain, katarahmah dalam al-Qurôan berimplikasi pada sifat kasih sayang, kebaikan, 

dan anugerah rezeki Allah SWTkepada makhluk ciptaanNYA. Sedangkan yang 

dimaksud dengan alôǕlamǭn menurut para ahli dipahami sebagai kumpulan sejenis 

makhluk Allah yang hidup, baik hidup sempurna maupun dengan 

keterbatasan.Oleh karena itu baik manusia, malaikat, jin, hewan, serta tumbuhan 

mendapat rahmat dari Allah melalui Nabi Muhammad sebagai utusanNYA. 

Melalui rahmat tersebut maka manusia akan mencapai keterntraman, ketenangan, 

dan pengakuan atas fitrahnya sebagai mahluk.1 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara 

lainnya berdasarkan kesamaan hak.2 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

 
 

1Rahbini, ñPendidikan Islam Berparadigma Rahmatan Lilôalamin,ò Kariman, 

Volume01,no01(2013):6-9, 

http://www.academia.edu/35096108/Pendidikan/Islam/Berparadigma/Rahmatan/Lilalamin, 

diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 13.22WIB. 
2Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 

http://www.academia.edu/35096108/Pendidikan/Islam/Berparadigma/Rahmatan/Lilalamin
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hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.3 

Dengan visi misi mewujudkan kampus rahmtan lilôalamin seharusnya UII sadar 

akan hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi agar mampu 

mewujudkan apa yang di cita-citakan UII sebagai kampus rahmatan lilôalamin. 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas yang menjadikan penulis 

tertarik untuk mengambil judul ñPemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di UII 

Sebagai Kampus Rahmatan Lilôalamin Perspektif Hukum HAM di Indonesiaò 

B. Pertanyaan Penelitian 

Dari paparan diatas muncul beberapa masalah yang akandibahas di dalam 

skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana konsep raỠmatan lil óǕlamǭn terkait penyandang disabilitas 

sudah diterapkan di Universitas Islam Indonesia? 

2. Bagaimana tinjauan hukum hak asasi manusia di Indonesia terhadap 

aksesibilitas penyandang disabilitas di Universitas Islam Indonesia 

dalam perspektif hukum Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan penerapan konsep raỠmatan lil óǕlamǭn di 

Universitas Islam Indonesia 

b. Untuk menganalisis pemenuhan hak aksesbilitas penyandang 

disabilitas di Universitas Islam Indonesia 

 
3Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  
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2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat Teoritis, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan sesuai 

dengan konsentrasi keilmuan peneliti. 

b. Manfaat Praktis, yaitu kebermanfaatan bagi lembaga/instansi yang 

terkait. 

D. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini nantinya, 

penulismenguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada 

skripsi ini terdiri dari lima (5) bab dengan perincian sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sisitematika pembahasan. 

 

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan kajian penelitian terdahulu 

yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan 

sebelumya seperti laporan penelitian terdahulu, jurnal, tesis dan disertasi yang 

mengelaborasi konsep penyempurna atau pembeda dan untuk menghindari 

plagiasi. Dalam bab ini juga berisi kerangka teori yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun teori yang 

digunakan yaitu teori disabilitas di dalam Undang-Undang, konsep rahmatan 

lilôalamin, Hukum Hak Asasi Manusi di Indonesia, dan pandangan Hukum Islam 

terhadap disabilitas. 
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Bab tiga membahas metode penelitian yang menjelaskan metode atau cara 

dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat dan 

lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik 

pengumpulan data, dan teknis pengumpulan data. 

Bab keempat merupakan bab yang berisi pembahasan utama dalam 

penelitian yang mana membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas di UII 

sebagai kampus ra matan lil óǕlamǭn persektif hukum HAM di Indonesia dan 

hukum Islam. 

Bab kelima yakni bab sebagai akhir dari semua bab yaitu bab penutup 

yang berisi tentang kesimpulan yang menjelaskan dari semua bahasan yang diteliti 

oleh penulis. Serta saran saran yang disampaikan oleh penulis yang berguna 

sebagai masukan yang baik kepada instansi terkait. 
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BAB II  

KAJIAN PENELITAN TERDAHULU  DAN KERANGKA TEORI  

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penggalian dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan 

dengan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas belum ditemukan 

tulisan yang membahas tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas 

di Universitas Islam Indonesia.Pada penelitian sebelumnya telah 

dilakukan beberapa penelitian terkait pemenuhan hak penyandang 

disabilitas yang menjadi pembanding bahwa penelitian ini belum pernah 

diteliti sebelumnya. 

 Pada penelitian Rofiôatul Khoiriyah, yang berjudul ñDifabilitas 

Dalam Al-Qurôanò menjelaskan bahwa penulismenumukan beberapa 

penemuan bahwa al-Qurôan menyebutkan 2 jemis difabel yaitu tunanetra 

dan tunadaksa, yang dalam al-Qurôan memberikan perhatian penuh 

terhadap kaum difabel, yakni dengan tidak membeda-bedakan antara satu 

dengan yang lainnya, baik seseorang dlam keadaan cacat atau 

sempurnanya, yang dinilai Alloh ialah ketaqwaan dan keimanannya saja.1 

 Pada penelitian M. Khoirul Hadi, yang berjudul ñFikih Disabilitas: 

Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahahò bahwa penulis 

mendapatkan bahwa isu disabilitas dalam fikih menunjuk beberapa 

 
1Rofiôiatul Khoiriyah, ñDifabel Dalam Al-Qurôanò Semarang: Fakultas Ushuludin UIN 

Walisongo Semarang 2015 



7 
 

 
 

kondisi yang harus diperhatikan didalam fikih disabilitas, yaitu:ñPertama 

bahwa fikih difabel itu ada tetapi masih samar-samar, karena belum 

keberpihakan fikih terhadap hak-hak disabilitas. Kedua, konsep maqashid 

syariôah.Dengan demikian pekerjaan rumah tentang fikih disabilitas 

menjadi tantangan bagi kaum muslimin termasuk masyarakat muslim 

Indonesia masih belum atau ñkurangò dalam memperhatikan konsep fikih 

disabilitasò.2 

 Pada penelitian Novita Apriyani, yang berjudul ñAksesibilitas 

Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan 

Institusi Pendidikan Studi Kasus Universitas Indonesiaò menjelaskan 

bahwa ñaksesibilitas dalam kajian ini difokuskan kepada aksesibilitas 

pada bangunan institusi pendidikan dengan mengambil kasus sarana 

aksesibilitas yang terdapat di Universitas Indonesia pada tiga fakultas 

dengan rumpun ilmu yang berbeda guna melihat sejauh mana 

aksesibilitas di Universitas Indonesia dapat memfasilitasi kebutuhan 

penyandang cacat fisik pengguna alat bantu gerak kruk, walker, dan kursi 

roda. Kesimpulan akhir menunjukan bahwa aksesibilitas pada ketiga 

fakultas masih belum mencapai sempurna sesuai dengan standar yang 

ada untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas serta belum 

memenuhi asas aksesibilitas; keselamatan, kemudahaan, kegunaan, 

 
2M. Koirul Hadi, ñFikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah,ò 

Palastren, vol.9, no. 1 (2016): 

1,https://www.researchgate.net/publication/314156183_FIKIH_DISABILITAS_Studi_Tentang_H

ukum_Islam_Berbasis_Maslahah, diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 

12.09WIB 
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kemandirian.Namun, sebagian fakultas telah berusaha menghadirkan 

elemen-elemen aksesibilitas yang cukup memberikan kemudahan bagi 

penyandang disabilitas sebagai pengguna bangunanò.3 

 Pada penelitian Dion Teguh Pratomo, Sudarsono, Mohammad 

Fadli, yang berjudul ñPelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan 

Bagi Penyandang Disabilitas (People With Disability) Di Universitas 

Negeri Gorontaloò menjelaskan bahwa tujuan penelitian tersebut adalah 

meneliti tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, meneliti 

tentang hambatan di dalam proses pelaksanaan perlindungan, serta 

meneliti terkait upaya yang dilakukan oleh pihak Univesitas dalam 

mengatasi permasalahan yang ada. ñBerdasarkan hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan; 1).Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan 

bagi penyandang disabilitas di UNG adalah belum optimal, 2). Hambatan 

yang dialami oleh UNG antara lain: belum tersedianya bahan ajar yang 

sesuai dengan kebutuhan mahasiwa difabel, ketiadaan dosen pengajar 

yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, lingkungan kampus 

yang belum ramah terhadap difabel, ketiadaan sarana dan prasarana, serta 

ketiadaan dana, 3). Upaya yang dilakukan oleh UNG anatara lain; 

Melakukan sosialisasi terkait kampus inklusif bagi semua progam studi 

yang ada, menyediakan sarana prasarana yang aksesibel, 

menyelenggarakan proses pembelajaran yang ramah difabel, serta 

 
3Novita Apriyani, ñAksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak 

Pada Bangunan Institusi Pendidikan: Studi Kasus Universitas Indonesiaò, Fakultas Teknik 

Universitas Indonesia 2012. 
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menyediakan dosen yang memiliki keterampilan dalam berkomunikasi 

dengan mahasiswa difabelò.4 

 Pada penelitian Rahbini, M.Pd, yang berjudul ñPendidikan 

Berparadigma Rahmatan LilôAlaminò.Menjelaskan ñbahwa cara pandang 

Islam rahmatan lilôalamin dalam pendidikan Islam merupakan sebuah 

keniscayaan, karena disadari atau tidak pendidikan Islam adalah tempat 

menyemai kader-kader umat manusia yang diharapkan nanti menjadi 

pendulu perubahan yang bermoral dan berdaya guna bagi alam semesta. 

Untuk menjadi mesin pencetak manusia yang rahmatan lilôalamin 

pendidikan Islam paling tidak harus memiliki empat wawasan pokok 

dalam proses pendidikannya. Pendidikan yang humanistik memandang 

manusia sebagai manusia, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan 

dengan fitrah-fitrah tertentu. Sebagai makhluk hidup, ia harus 

melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup. Sebgai 

makhluk yang menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk 

berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak menyuarakan kebenaran, hak 

bebrbuat kasih sayang dan lain sebagainyaò.5 

 Pada penelitian Arif Maftuhin, yang berjudul ñAksesbilitas Ibadah 

Bagi Difabel (Studi atas Empat Masjid di Yogyakarta)ò menjelaskan ide 

 
4Dion Teguh Pratomo, dkk, ñPelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi 

Penyandang Dsisabilitas (People With Disability) di Universitas Negeri Gorontaloò, Malang: 

Universitas Brawijaya 2015. 
5Rahbini, ñPendidikan Islam Berparadigma Rahmatan Lilôalamin,ò Kariman, Volume 

01,no 01 (2013): 14-15, 

http://www.academia.edu/35096108/Pendidikan/Islam/Berparadigma/Rahmatan/Lilalamin, 

diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 13.22WIB. 

http://www.academia.edu/35096108/Pendidikan/Islam/Berparadigma/Rahmatan/Lilalamin
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yang mendorong pembangunan tempat umum untuk dodesain agar bisa 

diakses semua jenis orang kalah dengan ide masjid sebagai media untk 

ómelangitô tidak hanya spiritual tetapi juga fisik. Dari penjelasan bab 

terdahulu dapat disimpulkan bahwa dari keempat masjid tersebut, 

memang hanya Masjid Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga yang 

mendekati kriteria aksesibilitas. Itupun masih banyak ópekerjaan rumahô 

yang harus dilakukan karena aksesibilitas fisik hanya sebagian dari 

aksesibilitas ibadah.6 

 Pada penelitian M. Syafiôiyang berjudul Pemenuhan Aksesibilitas 

Bagi Penyandang Disabilitas bahwa ñpemerintah harus berupaya 

menciptakan mekanisme complaint bagi penyandang disabilitas. Karena 

mekanisme complaint, adalah bagian yang tidak terpisah dari pemenuhan 

hak-hak penyandang disabilitas. Karena itu, tidak ada alasan bagi 

pemerintah untuk memperbaiki setiap bangunan publik yang belum akses 

bagi penyandang disabilitas. Pemerintah gahkan harus menjadikan 

standar aksesibilitas sebagai persyaratan yang mengikat bagi setiap 

bangunan baru yang akan dibangun. Demikian juga, pemerintah harus 

mendorong perwujudan mikanisme complain yang efektif bagi para 

 
6Arif Maftuhin, ñAksesibilitas Ibadah Bagi Difabel: Studi Atas Empat Masjid di 

Yogyakartaò, Inklusi, Vol.1, No 2 (2014): 266-267, 

https://www.researchgate.net/publication/319646805_Aksesibilitas_Ibadah_bagi_Difabel_Studi_at

as_Empat_Masjid_di_Yogyakarta, diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 15.13 

WIB. 

https://www.researchgate.net/publication/319646805_Aksesibilitas_Ibadah_bagi_Difabel_Studi_atas_Empat_Masjid_di_Yogyakarta
https://www.researchgate.net/publication/319646805_Aksesibilitas_Ibadah_bagi_Difabel_Studi_atas_Empat_Masjid_di_Yogyakarta


11 
 

 
 

penyandang disabilitas. Sebab jika tidak, pemerintah tekatagori 

melakukan pelanggaran HAMò.7 

 Fajri Nursyamsi pada penelitian yang berjudul Kerangka Hukum 

Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas 

mengungkapkan bahwa ñDisabilitas merupakn isu yang berkembang di 

Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan dunia, yaitu 

sudah adanya konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang disahkan 

PBB pada 2006, dan di Indonesia meratifikasinya pada tahun 2011 

melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Disahkannya konvensi 

tersebut bagaikan membuka lembaran baru bagi perkembangan isu 

disabilitas. Semenjak itu secara normatif -formil, pemenuhan hak 

penyandang disabilitas dipandang sebagai hak asasi manusia, bukan lagi 

sekedar belas kasih. Dalam konteks itu, disabilitas dipahami sebagai 

hambatan yang tercipta karena lingkungan yang tidak mendukung, baik 

dalam aspek sarana dan prasarana maupun stigma atau pemikiran 

masyarakat sekitarò.8 

 Pada penelitian berdasarkan pembahasanyang peneliti jabarkan, 

bahwa, ñpemerintah terkesan masih memberikan perlindungan hukum 

secara diskriminatif terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh 

 
7M. Syafiôieô, ñPemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitasò,Inklusi, vol.1, No 

2 (2014): 288-289, http://202.0.92.5/pusat/inklusi/article/view/1075/987, diakses pada hari 
kamis 18 Juni 2020 pukul 9.34 WIB 

8Fajri Nursyamsi Estu Diyah Arifanti, dkk. Kerangka Hukum Disabilitas di 

Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan 

Kebijakan Indonesia, 2015). 

http://202.0.92.5/pusat/inklusi/article/view/1075/987
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pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sedangkan regulasi pada level 

Perdanya dari masing-masing daerah ada beberapa kekaburan norma 

hukum dalam peraturan yang mengatur khusus tentang aksesibilitas 

pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini 

telah dilakukan pembaharuan hukum berupa kebijakan affirmative action 

bidangaksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang 

disabilitas, meliputi; 1) Menyempurnakan; 2) Mengubah agar jauh lebih 

baik; 3) Mengadakan sesuatu sebelumnya belum adaò.9 

 Pada penelitian Fanny Priscyllia, yang berjudul ñKajian Hukum 

Terhadap Fasilitas Pelayan Publik Bagi Penyandang Disabilitasò 

menjelaskan bahwa ñpenelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan 

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas 

pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Maka dapat 

disimpulkan : 1. Pelayan publik merupakan hak dasar warga negara dan 

tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan 

hak asasi manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang 

dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin 

aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang 

diataur dalam beberapa kebijakan.2. Aksesibilitas merupakan syarat 

 
9Jazim Hamidi, ñPerlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak 

Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaanò, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 23 

(2016): 652 ï 671, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7632/6650, diakses pada hari 

kamis 18 Juni 2020 pukul 10.30 WIB 

https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7632/6650
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penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas 

kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

pemerintahò.10 

Yang membedakan skripsi ini dengan 10 penelitian tersebut adalah 

skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak bagi penyandang 

disabilitas dengan dua (2) perspektif; yaitu perspektif hukum hak asasi 

manusia yang telah diratifikasi Indonesia dan perspektif hukum Islam 

dengan mengambil tempat penelitian di Universitas Islam Indonesia yang 

merupakan kampus Islam tertua di Indonesia yang memiliki visi sebagai 

kampus rahmatan lilôalamin. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

penerapan konsep ra matan lil óǕlamǭn di UII yang berkaitan dengan 

penyandang disabilitas dan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan 

hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di UII. 

B. Kerangka Teori 

1. Disabilitas di Dalam Undang-Undang 

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas Pasal 2 disebutkan bahwa ñpelaksanaan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas berasaskan: (a) Penghormatan terhadap martabat, 

(b) Otonomi individu, (c) Tanpa diskriminasi, (d) Partisipasi penuh, (e) 

 
10Fanny Priscyllia, ñKajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi 

Penyandang Disabilitas,ò Lex Crimen 5, No. 3 (2016): 1, 

https://media.neliti.com/media/publications/3442-ID-kajian-hukum-terhadap-fasilitas-pelayanan-

publik-bagi-penyandang-disabilitas, diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 17.02 

WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/3442-ID-kajian-hukum-terhadap-fasilitas-pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas
https://media.neliti.com/media/publications/3442-ID-kajian-hukum-terhadap-fasilitas-pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas
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Keragaman manusia dan kemanusiaan, (f) Kesamaan kesempatan, (g) 

Kesetaraan, (h) Aksesibel, (i) Kapasitas yang terus berkembang dan 

identitas anak, (j) Inklusif, (k) Perlakuan khusus dan perlindungan lebihò. 

Sedangkan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak: 

ñ(a). Hidup, (b). Bebas dari stigma, (c). Privasi, (d). Keadilan dan 

perlindungan hukum, (e). Pendidikan, (f). Pekerjaan, kewirausahaan, dan 

koperasi, (g). Kesehatan, (h). Politik, (i). Keagamaan, (j). Keolahragaan, 

(k). Kebudayaan dan pariwisata, (l). Kesejahteraan sosial, (m). 

Aksesibilitas, (n). Pelayanan publik, (o). Perlindungan dari bencana (p). 

Habilitas dan rehabilitas, (q). Konsesi, (r). Pendataan, (s). Hidup secara 

mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, (t). Berekspresi, berkomunikasi, 

dan memperoleh informasi, (u). Berpindah tempat dan kewarganegaraan, 

(v). Bebas dari tindak diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan 

eksploitasiò. 

Dalam ñUndang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitasò disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah ñsetiap 

orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 
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secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hakò.11 

Pada pertemuan tentang ketunetraan Asia yang diselenggarakan di 

Singapura pada tahun 1981 oleh ñInternational Federation of The Blind 

(IFB) dan World Council for the Welfare of The Blind (WCWB)ò, dalam 

pertemuan tersebut istilah difabel dikenalkan pertama kali dengan istilah 

ñdiffabledò, kemudian di Indonesia dikenal dengan istilah ñdifabelò. 

Istilah ñdiffabledò sendiri merupakan akronim dari ñdifferently abledò 

dan kata bendanya adalah diffability yang merupakan akronim dari 

different ability yang diperkenalkan oleh orang-orang yang tidak setuju 

dengan istilah ñdisabledò dan ñdisabilityò.12 

Sebelum ada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas ada ñUndang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacatò  masih memposisikan penyandang disabilitas sebagai 

obyek dan bersifat belas kasihan. Dengan lahirnya ñUndang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitasò maka 

posisipenyandang disabilitas sebagai orang yang diakui keberadaannya 

dengan kata lain manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang 

sama dengan warga negara lainnya. Di dalam ñUndang-Undang Nomor 4 

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacatò yang mendifinisikan 

penyandang cacat adalah ñsetiap orang yang mempunyai kelainan fisik 

 
11Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
12Akhmad Soleh, Aksesbilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi 

Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, (Yogyakarta: LkiS, 2016), 19. 
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dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 

hambatan baginya untuk melakukan secara selakyaknya, yang terdiri 

dari: penyandang fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat 

fisik dan mentalò. Isi Undang-Undang Penyandang Cacat ini lebih 

bersifat iba (charity based) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

masih dinilai sebagai masalah yang bersifat jaminan sosial, rehabilitas 

sosial dan peningkatan kesejahterahan sosial. Menurut Undang-Undang 

Penyandang Cacat sudah tidak relevan dengan upaya peningkatan harkat 

dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia 

seutuhnya.Amandemen peraturan perundang-undangan yang ada setelah 

19 (semilan belas) tahun telah menginisiasikan penyandang disabilitas 

sebagai bagian dari hak asasi manusia.13 

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada 

mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik.Menurut Undang-

Undang No. 8 Tahun 2016 adalah (1) ñPenyandang disabilitas fisik yaitu 

terganggunya fungsi gerak, anatara lain amputasi, lumpuh layuh atau 

kaku, paraplegi, celebral palsy (cp), akibat stroke, akibat kusta, dan orang 

kecil. (2) Penyandang disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi 

pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat 

belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. (3) Penyandang disabilitas 

mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. (4) 

 
13Erna Ratnaningsih, ñPergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU 

NO. 8 Tahun 2016ò, dikutip dari https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-

paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/ diakses pada hari ahad 

tanggal 24 november 2019 jam 16.55 WIB.  

https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/
https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/
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Penyandang disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari 

pancara indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau 

disabilitas wicaraò.14  Dibawah ini penulis akan jelaskan beberapa jenis 

disabilitas. 

a. Tunanetra 

Tunanetra adalah ñindividu yang memiliki hambatan dalam 

penglihatan, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan 

yaitu buta total (totally blind) dan kemampuan melihat amat rendah 

(low vision). Disebut sebagai ketegori buta jika seorang sama 

sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan 

visus = o. Pada kategori low vision masih mampu menerima 

rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman penglihatan kurang 

dari 6/21, atau hanya mampu membaca headline pada surat 

kabarò.15 

b. Tunarungu 

Tunarungu adalah ñsuatau keadaan kehilangan pen-dengaran 

yang meng-akibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai 

rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya.Andreas 

Dwidjosumarto mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau 

 
14Nida Salsabila, dkk. ñRehabilitas Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik,ò 

Jurnal Pekerjaan Sosial 1, no. 3 (2018): 190-203, 

http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/download/20496/9361 
15Akhmad Soleh, Aksesbilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi 

Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, (Yogyakarta: LkiS, 2016), 24-25 
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kurang mampu mendengar suara dikatan tunarungu. Tunarungu 

dibedakan menjadi dua kategori: tuli (deaf) dan kurang dengar (low 

of hearing). Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya 

mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga ia tidak 

berfungsi. Sedangkan kurang dengar adalah seseorang yang indera 

pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat 

berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa 

menggunakan alat bantu dengar (hearing aids). Tingkat ketajaman 

pendengaran dapat diketahui dengan tes audiometrisò.16 

c. Tunadaksa 

Tunadaksa adalah ñsuatu keadaan rusak atau terganggu sebagai 

akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi 

dalam fungsinya yang normal.Kondisi ini dapat disebabkan 

penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh bawaan 

sejak lahir.Tunadaksa sering juga diartikan sebagai kondisi yang 

menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau 

gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas 

normal individu dalam mengikuti pendidikan dan untuk berdiri 

sendiriò.17 

 

 
16Ibid., 27-28 
17Ibid., 30. 
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d. Tunarungu Wicara 

Seorang dikatan tuna rungu-wicara apabila ñmereka kehilangan 

daya dengarnya sedemikian rupa sehingga pengembangan potensi 

diperlukan pendidikan khusus. Menurut david (2009: 274) 

klasifikasi berkurangnya pendengaran menurut lokasi anatomi 

meliputi: (a) conductive hearing loss, adalah kondisi berkurangnya 

kemampuan mendengar dikarenakan rusaknya syaraf organ fisik 

dari telinga: (b) Sensorineural hearing loss, adalah kondisi 

berkurangnya kemampuan mendengar dikarenakan rusaknya syaraf 

telinga; (c) Mixed hearing loss, adalah kondisi berkurangnya 

kemampuan mendengar dikarenakan rusaknya organ fisik dari 

telinga dan rusaknya syaraf organ telinga. Tuna rungu-wicara 

adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik 

permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tuna rungu-wicara 

berdasarkan tinggkat gangguan pendengaran adalah: (1) gangguan 

pendengaran sangat ringan (27-40db), (2) gangguan pendengaran 

ringan (41-55db), (3) gangguan pendengaran sedang (56-70db), (4) 

gangguan pendengaran berat (71-90db), (5) gangguan pendengaran 

ekstrem/tuli (diatas 91db). Karena memiliki hambatan dalam 

pendengaran individu tunarungu memilik hambatan dalam 

berbicara sehingga mereka biasa disebut tuna wicara.Cara 

berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat, 
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untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan 

untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negaraò.18 

Di Indonesia sendiri peraturan tentang jaminan pendidikan bagi 

penyandang disabilitas diatur di dalam ñUndang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiaò di dalam Pasal 42 serta Pasal 

54. 

Pasal 42 

ñSetiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat 

mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan 

bantuan atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak 

sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa 

percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraò. 

Pasal 54 

ñSetiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak 

memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus 

atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai 

dengan martabat kemanusiaanya, meningkatkan rasa percaya diri 

dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegaraò. 

 
18Maria Denok Bekti Agustinus, ñPenanaman Proses Pendisiplinan Diri Anak 

Berkebutuhan Khusus (Tuna Rungu Wicara) Dalam Pembelajaran Tari Tradisional,òCakrawala 

Dini 5, no 1 (2014): 34, https://media.neliti.com/media/publications/240619-penanaman-proses-

pendisplinan-diri-anak-965462f2.pdf diakses pada hari rabu 29 Januari 2020 jam 20.47 WIB 

https://media.neliti.com/media/publications/240619-penanaman-proses-pendisplinan-diri-anak-965462f2.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240619-penanaman-proses-pendisplinan-diri-anak-965462f2.pdf
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Selain itu masih banyak peraturan lain yang juga melindungi hak 

para penyandang disabilitas ini misalnya saja UU Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan dan Gedung Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1), 

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahterahan Sosial Pasal 9 ayat 

(1), UU Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Pasal 29 ayat 

(1) dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.19 

2. Konsep Ra matan lil óǕlamǭn 

Universitas Islam Indonesia (UII) lahir 40 hari sebelum proklamasi 

kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 8 Juli 1945 dengan nama 

Sekolah Tinggi Islam (STI). Berdirinya STI dipelopori oleh para tokoh-

tokoh nasional Indonesia seperti Dr. Moh. Hatta, Moh. Nasir, Prof. KHA. 

Muzakir, Moh. Roem, KH Wachid Hasyim, dll yang mempunyai cita-cita 

bersama mengembangkan pendidikan yang mencerminkan nasionalisdan 

islami serta menjadi  harapan anak bangsa yang pada saat itu perguruan 

tinggi yang ada adalah tinggalan Belanda (Technishe Hoogeschool atau 

Institut Teknologi Bandung kini, Rech Hoogeschool di Jakarta dan 

Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor). STI lahir untuk menjadi bukti 

adanya kesadaran pendidikan pada mayarakat pribumi.20 

 
19Dion Teguh Pratomo, dkk, ñPelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi 

Penyandang Dsisabilitas (People With Disability) di Universitas Negeri Gorontaloò, Malang: 

Universitas Brawijaya 
20Sejarah UII, dikutip dari 

https://unisys.uii.ac.id/cetak.asp?u=100&b=I&v=3&j=I&id=1&owner diakses pada hari rabu 29 

Januari 2020 jam 20.35 WIB.  

https://unisys.uii.ac.id/cetak.asp?u=100&b=I&v=3&j=I&id=1&owner
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Dengan pindahnya ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 

tanggal 10 April 1946 STI pun hijrah ke Yogyakarta dan berubah nama 

secara resmi menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 4 

juni 1948 dan membuka 4 (empat) Fakultas, yaitu: ñFakultas Ekonomi, 

Fakultas Hukum,  Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Agamaò. UII 

berkembang sangat pesat, sebagai perguruan tinngi tertua di Indonesia 

UII memiliki lebih dari 22 (dua puluh dua) fakultas cabang yang tersebar 

diseluruh Indonesia ñSurakarta, Madiun, Purwokerto, Gorontalo, Bangli, 

Cirebon dan Klatenò dengan pusat di Yogyakrta.21 

Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebutcabang dari 

Universitas Islam Indonesia harus ditiadakan, jadikampus cabang ini 

kemudian tumbuh sebagai pendidikan tinggi baru. Maka  secara tidak 

langsung UII ikut andil dalamperkembangan perguruan tinggi di 

Indonesia dan secara nyata UII menjadi tonggak sejarah dalam 

pendidikan nasional.22 

Universitas Islam Indonesia sebagai pionir perguruan tinggi di 

Indonesia memiliki tradisi yang kuat dalam kebebasan akademik yang 

dimana corak pemikiran tersebut mendapat apresiasi yang tinggi.Dengan 

lingkunagn yang kondusif sebagai tempat belajaran dengan potensi 

dalam inovasi, UII sebagai perguruan tinggi tertua di Indonesia 

 
21Ibid. 
22Ibid. 
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berkomitmen dalam mendidik mahasiswa agar menjadi pemimpin yang 

mempunyai wawasan global yang inovatif.23 

Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan Universitas yang 

memiliki visi misi ñterwujudnya kampus ra matan lil óǕlamǭnò. Dalam 

Islam, Islam sendiri dikenal sebagai agama rahmatan lilôalamin yang 

artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan 

kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, 

tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia.24 Pernyataan bahwa Islam 

adalah agamanya yang rahmatan lilôalamin sebenarnya adalah 

kesimpulan dari firman Allah SWT: 

ǁ ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȲĉĈȱ ăǦĆĊƥĆî ŉɍĈâ ĆûǠĆȺĊȲĆȅĊîĆà ǠĆȵĆĀČċĒ ǀ25 

ñDan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alamò. (QS. Al-Anbiyaaô ayat 107)26 

Dalam hal ini penyandang disabilitas juga termasuk didalamnya 

yang harus dilindungi dan dihormati hak-haknya, karena Islam itu 

mengangkat manusia dari kehinaan menjadi mulia, membebaskan 

manusia dari semua macam kezhaliman, melepaskan manusia dari rantai 

 
23Fathul Wahid, ñselamat datang di Universitas Islam Indonesiaò, dikutip dari 

https://www.uii.ac.id/profil/ diakses pada hari rabu 29 Januari 2020 jam 20.54 WIB. 
24Septian Raha, ñIslam Sebagai Rahmatan Lilôalaminò, dikutip dari 

https://www.academia.edu/6194297/MAKALAH_ISLAM_SEBAGAI_RAHMATAN_LILALAM

IN diakses pada hari Kamis tanggal 21 Febuari 2019 jam 18.04 WIB. 
25Al-Qurôan Surah Al-Anbiyaaô Ayat 107 
26Tim Penerjemah Al-Qurôan UII, Qurôan Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: 

UII Press, 1999), 585 

https://www.uii.ac.id/profil/
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perbudakan, memerdekakan manusia dari kemiskinan rohani dan materi, 

dan sebagainya. 

At-turats ibn óashrih, sebuah pemikiran atau konsep.Seperti halnya 

gagasan dari Islam Ra matan lil óǕlamǭn ini.ñIstilah Ra matan lil óǕlamǭn 

terdiri atas dua kata rahmat yang berarti kasih sayang, dan lilôalamin 

yang berarti seluruh alam. Istilah ini sebagaimana tercantum didalam 

surat Al-Anbiyaaô(21):107. Menurut Ath-Thabari (224-310/838-923) di 

dalam Jamiôul Bayan fi Taôwil al-Qurôan, para ulama tafsir berbeda 

pendapat mengenai maksud ayat ini, apakah rahmat itu (diutus Nabi 

Muhammad) ditujukan kepada seluruh alam, termasuk orang-orang 

kafir? Atau hanya kepada orang-orang beriman?Menurut Ath-Thabari 

yang paling benar adalah pendapat pertama.Adapun (rahmat) bagi orang 

beriman maka sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepadanya dan 

memasukan keimanan ke dalam dirinya dan memasukannya ke dalam 

surga dengan mengajarkan amal yang diperintah Allah.Adapun bagi 

orang kafir (maka rahmat) itu berupa penundaan balaô sebagaimana yang 

diturunkan kepada umat-umat yang mendustakan rasul-rasul Allah 

sebelumyaò.27 

Jadi dapat dikatan bahwa gagasan tersebut masih konsep yang 

abstrak. Oleh karena itu agar lebih operasional, gagasan Islam Ra matan 

lil óǕlamǭn berikut ini bisa menjelaskan gagasan tersebut, merupakan 

 
27Ismail Yahya, ñIslam Rahmatan Lilôalaminò dalam http://www.iain-

surakarta.ac.id/?p=12750, html diakses pada sabtu, 23 November 2019, pukul 21.20 WIB. 

http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750
http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750
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gagasan dan upaya orang Islam khususnya di Indonesia menjadikan 

Islam: ñIslam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya 

keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya. Yang 

diselamatkan adalah hablum minallah, hamblum minan nas dan juga 

hablum minal alam.Makanya Islam yang menyelamatkan adalah Islam 

yang memberikan keselamatan bagi semuanyaò.28 

Landasan dari agama Islam adalah kerasulan rahmat. Landasan ini 

ditegaskan dalam ayat: 

ǁ ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȲĉĈȱ ăǦĆĊƥĆî ŉɍĈâ ĆûǠĆȺĊȲĆȅĊîĆà ǠĆȵĆĀČċĒ ǀ29 

ñDan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alamò. (QS. Al-Anbiyaaô ayat 107)30 

Penegasan bahwa Nabi Muhammad di utus sebagai rahmat bagi 

seluruh alam dalam ayat itu menggunakan pola kalimat nafy-istitsanaô 

(menafikan-mengecualikan): ñKami tidak mengutusmu (nafy), kecuali 

untuk menjadi rahmat (istitsnaô).ò Pola itu digunakan untuk membatasi 

(al-qashr) dan menurut teori dalam bahasa arab kekuatannya dalam 

memberi pembatasan masih kalah dibandingkan pola óathaf(dengan 

menggunakan kata sambung la, yang berarti ñbukanò). Jadi, menurut 

teori itu, penegasan risalah Nabi sebagai rahmat dengan pernyataan wa 

maa arsalnaaka illaa rahmatan itu masih kalah kuat dibandingkan 

 
28Ibid. 
29Al-Qurôan Surah Al-Anbiyaaô Ayat 107 
30Tim Penerjemah Al-Qurôan UII, Qurôan Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: 

UII Press, 1999), 585 
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dengan innaa arsalnaaka raỠmatan lil óǕlamǭn ñSesungguhnya Kami 

mengutusmu untuk menjadi rahmat, bukan menjadi laknatò. Namun pola 

nafy-istitnaô itu dalam penggunanaannya diartikan untuk menetapkan 

kualitas bagi suatu dengan mengesampingkan darinya segala kualitas 

selainnya secara total, sehingga pengertian pernyataan tersebut adalah 

ñRisalah Nabi itu rahmat dan risalah yang tidak menjadi rahmat itu 

bukanlah risalahnyaò. Maka pengertian demikian, dalam pernyataan 

untuk menegaskan Allah dalam tahlil (la ilaha illa Allah) dan syahadat 

pun menggunakan pola itu, bukan pola lain yang dikatakan lebih kuat 

dalam memberi pembatasan. Penggunaan pola tersebut sudah barang 

tentu untuk menafikan kualitas ketuhanan dari selain Allah yang 

dipercaya sebagai Tuhan dalam agama-agama politeis.31 

3. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia 

ñPada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu: 

pertama, hak manusia (human right) yaitu hak yang melekat pada 

manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan 

dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat 

dicabut, tidak bergantung dengan ada atau tidaknya orang lain 

disekitarnya. Dalam skala yang lebih luas hak asasi manusia menjadi asas 

undang-undang. Wujud hak ini diantaranya berupa kebebasan batin, 

kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, 

 
31Hamim Ilyas, Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lilôalamin, 

(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018), 114-115. 
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melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat, emansipasi wanita. Kedua, hak undang-undang (legal right) 

yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada 

pribadi manusia.Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus 

jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.Barang 

siapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka kepadanya 

dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-

undangò.32 

Setelah tumbangnya orde baru, maka dimulailah era yang disebut 

ñreformasiò.Pada era ini, pelembagaan instrumen hak asasi manusia 

kemudian meningkat bahkan masuk ke dalam substansi UUD hasil 

amandemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki 

wewenang menetapkan UUD telah mengamandemenkan UUD 1945 

sejak tahun 1999 dengan amandemen pertamanya. Pada tahun 2000 telah 

dicantumkan dengan tegas  tentang hak-hak asasi manusia dalam Bab 

tersendiri dengan rinci dalam 10 pasal, yaitu 28A sampai 28J. Dengan 

demikian hak asasi manusia secara konstitutif telah diakui sejak 

berdirinya negara.Perkembangan yang signifikan bersamaan denga 

pergantian pemerintah adalah Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 

 
32Eko Riyadi (ed.), To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di 

Indonesia, (Yogyakarta: PUSHAM UII,2012),19-20. 
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tentang Hak Asasi Manusia.MPR tidak pernah menghasilkan Ketetapan 

Instrumen mengenai hak asasi manusia.33 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak 

mengatur secara khusus hak penyandang disabilitas.Akan tetapi dalam 

ketentuan Pasal 28 H ayat 2 menyatakn ñsetiap orang berhak 

mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilanò.Dipertegas dengan Pasal 28 I ayat 2 

bahwasanya ñsetiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas 

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 

diskriminatif ituò. Walaupun dalam ketentuan tersebut menggunakan 

kalimat yang umum tidak ada batasan untuk siapa saja, sehingga 

penyandang disabilitas merupakan bagian di dalamnya yang memiliki 

hak yang sama dan perlakuan yang non diskriminatif, dengan pola 

khusus dalam pemenuhan haknya tersebut. Maka setiap orang yang ada 

dalam Pasal 28 H diperkuat dengan tafsir yang diberikan pada ñPutusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009ò dan ñPutusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VII/2010ò, dalam tafsirannya 

ñhak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan 

konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran 

ketertinggalan, pengucilan,pembatasan, pembedaan, kesenjangan 

parisipasi dalam politikdan kehidupan publik yang bersumber dari 

 
33Ibid.,. 21 
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ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus 

menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup 

publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action. 

Pemenuhan terhadap penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab 

pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28I 

UUD NRI 1945.Dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 ditentukan 

bahwa negara mengembangkan sistem jaminansosial bagi seluruh rakyat 

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Pengaturan dalm Undang-Undang termuat dalam Undang-Undang No. 

39 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 5 ayat (30 disebut bahwa setiap 

orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak 

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan 

khususnya. Yang dimakdu dengan kelompok masyarakat rentan dalam 

Undang-Undang HAM anatara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir 

miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Indonesia juga telah 

memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas dari Undang-Undang 

No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi Undang-Undang 

No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indonesia juga secara 

aktif melakukan ratifikasi terhadap instrumen HAM Internasional, baik 

ICCPR, ICESCR, CRC maupun CRPD sebagai kosekuensi Indonesia 

menandatangani konvesi tersebut. CPRD di ratifikasi dengan Undang-

Undang No. 19 tahun 2011 Dengan meratifikasi memiliki konsekuensi 
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hukum terkait dengan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi 

manusia khusunya bagi penyandang disabilitas.34 

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Disabilitas 

ñPara ahli Hukum Islam pada tahun 1981 mengemukakan tentang 

ñUniversal Islamic Declaration of Human Rightò yang diangkat dari Al-

Qurôan dan sunnah Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari dua 

puluh tiga bab, enam puluh tiga pasal, yang meliputi segala aspek 

kehidupan dan penghidupan manusia. Beberapa hak pokok yang 

disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain, (a) hak untuk hidup, (b) 

hak untuk mendapatkan kebebasan, (c) hak atas persamaan kedudukan, 

(d) hak untuk mendapat keadilan, (e) hak untuk mendapatkan 

perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, (f) hak untuk 

perlindungan dari penyiksaan, (g) hak untuk mendapatkan atas 

kehormatan dan nama baik, (h) hak untuk bebas berpikir dan berbicara, 

(i) hak untuk bebas memilih agama, (j) hak untuk bebas berkumpul dan 

berorganisasi, (k) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi, (l) hak 

jaminan sosial, (m) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengannya, (n) hak bagi wanita dalam kehidupan 

rumah tangga, (o) hak untuk mendapatkan pendidikanò.35 

 
34Aprillina Pawestri,òHak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional 

Dan HAM Nasional,ò Era Hukum 2, no. 1 (2017): 177-179, 

https://media.neliti.com/media/publications/90075-ID-hak-penyandang-disabilitas-dalam-

perspek.pdf 
35Akhmad Soleh, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap perguruan Tinggi: 

Studi kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, (Yogyakarta: LkiS,2016),34-35. 

https://media.neliti.com/media/publications/90075-ID-hak-penyandang-disabilitas-dalam-perspek.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/90075-ID-hak-penyandang-disabilitas-dalam-perspek.pdf
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Dari sudut pandang Islam, pendidikan merupakan suatu hak dan 

kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi 

penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk 

ñbelajarò, ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan 

kemudian berkembang menjadi ñmengetahuiò. Memahami dan 

menguasai banyak hal. Proses tersebut terjadi karena manusia menggali 

potensi yang dibilikinya.36 

Syariôat adalah rumusan hukum islam berdasarkan interprestasi Al-

Qurôan dan Hadits sebagai sumber dasar. Syariôat merupakan bagian 

terpenting, di samping kalam dan tasawuf, yang menentukan eksistensi 

Islam. Begitu kuatnya posisi syariôat dalam masyarakat muslim sehingga 

komunitas yang dibentuknya adalah komunitas yang menjunjung tinggi 

peradapan hukum berbeda halnya dengan  masyarakat yunani yang 

begitu memuja filsafat dan barat yang menjunjung tinggi ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pemeluknya meyakini bahwa syariôat adalah 

suatu yang komprehensif dan dinamis dalam menjawab tantangan-

tantangan zaman.Misalkan dalam kasus hak asasi manusia. Perspektif 

histori, syariôat bukanlah wahyu langsung dari Tuhan, akan tetapi 

merupakan produk penafsiran dan penjabaran logis dari teks Al-Qurôan 

dan Hadis.37 

 
36Ibid. 
37Eko Riyadi (ed.), To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di 

Indonesia,(Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), 401-402. 
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Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang paling 

sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari 

manusia kecuali Allah SWT., meskipun sebagian manusia diciptakan 

dalam keadaan kondis fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang telah 

ada dalam diri manusia semua pemberian Allah SWT. Sebagaimana  

firman Allah yang tertera dalam surat at-Tin ayat 41 bahwa 

ñSesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknyaò. Demikian pula yang termaktub dalam surat Al-Hujurat 

ayat 13 yang berbunyi: 

ñHai manusia, sesungguhnya Kami telah ciptakan kamu dari jenis 

laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu saling mengenal 

secara baik, sesungguhnya yang mulia disisi Allah di antaramu 

adalah yang paling takwa kepadaNya. Allah sungguh Maha 

Mengetahui dan Mahatelitiò(QS. Al-Hujurat: 13)38 

Sedangkan Dalam hadis Nabi sebagaiman diriwayatkan oleh 

Bukhari-Muslim juga dikatakan bahwa: ñSesungguhnya Allah tidak 

melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,ò(HR. 

Bukhari-Muslim). Dengan demikian  kedua ayat dan hadis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ñIslam memandang manusia secara positif dan 

egaliter serta memandang subtansi manusia lebih pada suatu yang 

bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua 

 
38Tim Penerjemah Al-Qurôan UII, Qurôan Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: 

UII Press, 1999), 931 
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manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang 

sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang. Yang membedakan diantara 

manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannyaò.39 

Secara  historis Nabi Muhammad Sawpun pernah memperlakukan 

penyandang disabilitas dengan perlakukan secara sama. Seperti yang 

terungkap dalam asbab an-nuzul surat óAbasa ayat 1-4, dalam Tafsir 

Jalalain, ñbahwa pada suatu hari datanglah kepada Nabi seorang 

tunanetra (buta) bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum atau anak Ummi 

Maktum bernama Amr Ibnu Qais (anak laki-laki paman Siti Khadijah). 

Dia berkata dengan suara agak keras kepada Nabi: ñAjarkanlah kepadaku 

apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.ò Karena buta maka pada 

saat itu Abdullah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi 

yang sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy. Nabi 

sangat menginginkan mereka masuk Islam. Hal ini menyebabkan Nabi 

bermuka masam dan berpaling dari Abdullah Ibnu Ummi Maktum lalu 

menuju rumah tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Karena 

merasa diabaikan, Abdullah Ibnu Ummi Maktum berkata: ñApakah yang 

saya katakan ini mengganggu Tuan?ò Nabi menjawab: ñtidak.ò Maka 

turunlah wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut. Setelah itu setiap 

Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang berkunjung, Nabi selalu 

mengatakan: ñSelamat datang orang yang menyebabkan Rabbku 

menegurku karenanya,ò lalu Nabi menghamparkan kain serbannya untuk 

 
39Akhmad Soleh, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap perguruan Tinggi: 

Studi kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, (Yogyakarta: LkiS,2016), 32-33. 
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tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Selanjutnya Nabi 

mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Abdullah Ibnu Ummi 

Maktum untuk memangku jabatan sebagai walikota dan dia adalah orang 

kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai 

mubalig atau daôi ke Madinahò.40 

Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Risplem-Chaim tentang 

literature fikih barangkali adalah survey yang paling lengkap yang pernah 

ditulis dalam bidang penyandang disabilitas. Sebagamana yang 

disebutkan dalam bukunya Disability in Islamic Law, peneliti tersebut 

membahas secara detail, setiap pasal dalam bab-bab klasik kitab fikih 

untuk menggali bagaimana hukum Islam menetapkan  aturan khusus bagi 

mereka yang karena ganguan fisik dan mental tidak bisa dituntut untuk 

aturan terkait ibadah secara formal. Fenomena ini menunjukan bahwa 

bersikap menghargai, menerima penyandang disabilitas apa adanya, 

mengakomodasi kebutuhan khususnya dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban keagamaan sebagai muslim. Islam memandang disabilitas 

bukan merupakan hukuman, akan tetapi ujian dari Allah dalam proses 

memperkuat keimanan. 

Kesimpulan Risplem-Chaim sebenarnya terdapat dalam hampir 

semua kitab-kitab fikih.Akomodasi bagi penyandang disabilitas dibuat 

melalui kaidah utama dalam fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu 

al-taisir yaitu kesulitan dalam hokum Islam justru mengakibatkan 

 
40Ibid., 33-34 
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kemudahan.Implementasi kemudahan tersebut mencangkup perlakuan 

khusus terhadap penyandang disabilitas sebagaimana terlihat dalam 

beberapa kesulitan dan akomodasi yang diberikan oleh fikih.41 

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang 

Cacat didalamnya masih belum mengakomodasi pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas. Undang-Undang tersebut memposisikan 

penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat belas kasih. Setelah 

konvensi hak penyandang disabilitas muncul pada tahun 2006 oleh PBB 

maka terjadi perubahan yang signifikan dalam upaya pemenuhan hak 

penyandang disabilitas. Hal ini ikut mempelopori adanya perubahan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, pada 

tahun 2011 Indonesia ikut meratifikasi konvenan tersebut dengan upaya 

mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 TentangPenyandang 

Cacat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas yang isinya lebih mengakomodasi pemenuhan 

hak-hak penyandang disabilitas. 

Sedangkan Islam sendiri memandang penyandang disabilitas 

dengan netral. Hal tersebut karena, Islam sendiri menilai manusia itu 

sama disisi Allah dan yang dilihat bukanlah fisiknya akan tetapi 

ketakwaannya kepada Allah. Dalam fikih pun sudah ada akomodasi bagi 

 
41M. Khoirul Hadi, ñFikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah,ò 

Palastren9,No.1(2016):https://www.researchgate.net/publication/314156183_FIKIH_DISABILIT

AS_Studi_Tentang_Hukum_Islam_Berbasis_Maslahah 
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penyandang disabilitas, hal ini adalah upaya Islam dalam memberikan 

kemudahan mobilitas bagi penyandang disabilitas dalam hal peribadatan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Disini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian ini pada 

hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis 

tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang 

kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses 

sosial.1 

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan Yuridis, merupakan suatu pendekatan yang digunakan 

sebagai bahan hukum utama dan dilakukan dengan cara menelaah 

suatu hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia.2 

2. Pendekatan Normatif, merupakan cara pandang agama dalam mengkaji 

suatu permasalahan berdasarkan pada Al-Qurôan dan Al-Hadis sebagai 

pedoman dasar dalam kehidupan manusia.3 

 
1Mardalis, Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal), (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 

28 
2Beni Ahmad Saebani dan Yana Sustina, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 

2018), 113. 
3Ibid., 114 
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B. Tempat atau Lokasi Penelitian 

Penelitian ini  dilakukan di Universitas Islam Indonesia yang 

merupakan kampus swasta tertua dengan visi sebagai kampus rahmatan 

lilôalamin 

C. Informan Penelitian 

Informan ialah pihak atau orang secara pribadi yang dimintai 

keterangannya melalui wawancara mengenai permasalahan yang diteliti. 

Sebagai pihak yang berkompeten dalam hal ini pihak yang dimaksud yaitu: 

- Rektor 

- Direktur PUSHAM UII 

- Civitas Akademik Penyandang Disabilitas 

D. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan menggunakan teknik purpusive sampling, 

yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sample berdasarkan suatu 

tujuan tertentu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait.1 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data atau prosedur 

yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai 

berikut: 

 
1Mardalis, Teknik..., 58. 
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- Wawancara 

Wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan 

langsung, bercakap-cakap, baik antara individu maupun individu 

dengan kelompok. 

- Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data peneliti yang siap pakai, berfungsi untuk 

pertimbangan berbagai keraguan dalam proses penelitian 

selanjutnya dan sebagai pengecekan. 

F. Keabsahan Data 

Untuk menghasilkan informasi yang akurat, agar tidak salah dalam 

pengambilan keputusan, penyusun menggunakan teknis trianggulasi yaitu suatu 

cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai 

metode agar informasi tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti 

tidak salah mengambil keputusan. Teknik trianggulasi merupakan teknik paling 

umum yang dipakai untuk uji validasi dalam penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini, hanya memakai tiga teknik trianggulasi yaitu: 

- Trianggulasi Data atau Sumber Data, yaitu dimaksud agar 

pengumpulan data peneliti menggunakan multi sumberdata. 

- Trianggulasi Metode, yaitu dilakukan dengan menggunakan 

berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis. 

- Trianggulasi Peneliti, yaitu diharapkan dengan beberapa penelitian 

yang melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan yang 

sama dapat menghasilkan yang sama atau hampir sama. 



 
 

40 
 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan 

menginterprestasikan data dengan tujuan untuk mendudukan berbagai 

informasi sesuai dengan fungsinya, sehingga memiliki makna dan arti yang 

jelas sesuai dengan tujuan peneliti. Dalam penelitian ini, penyusun 

menggunakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yangbertujuan untuk 

menyorot objek penelitian secara utuh, kemudian ditarik suatu generalisasi. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Universitas Islam Indonesia Sebagai Kampus RaỠmatan lil óǕlamǭn 

Dengan visinya ñterwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai 

raỠmatan lil óǕlamǭn, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), 

risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat 

dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara majuò. 

Menurut Bapak Rohidin selaku wakil rektor 3 (tiga), visi UII tersebut 

diturunkan pada Velues, Inovation, Perfection. Sedangkan ra matan lil 

óǕlamǭn sendiri diturunkan pada velues atau nilai-nilai yang membawa 

kemaslahatan bagi alam semesta yang didalamnya ada manusia, makhluk 

hidup serta keseimbangan dan keselarasan lingkungan.Velues ini meiliki 

karakteristik sebagai berikut; 1.Islamic intergrity atau taqwa yang didalmnya 

terkandung adanya islam, ihksan, iman, amal sholeh, ihklas dan amanah. 2. 

Moral atau akhlak  perilaku didasari syura, demokratis, istiqomah, bersukur, 

rendah hati, sederhana dan qanaah. Apabila islamic intergitas dan moral yang 

baik dilaksanakan dengan baik maka kemaslahatan bagi manusia, mahkluk 

hidup keseimbangan serta keselarasan lingkungan akan terwujud. 3.  Ada 

Kindness atau kemaslahatan yang didalamnya ada sifat kerjasama, baik hati, 
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pemurah dan toleran. 4. Profesional yaitu adanya kejujuran, adil dan 

komitmen. 5. Loyalitas yang didalamya ada taat, patuh dan rasa memiliki.1 

Gagasan raỠmatan lil óǕlamǭn didalam islam ini sendiri masih konsep 

abstrak. Agar lebih operasional, pengertian Nur Syam berikut ini bisa 

menjelaskan gagasan Islam ra matan lil óǕlamǭn tersebut, yaitu gagasan dan 

upaya orang Islam khususnya di Indonesia menjadikan Islam: Islam sebagai 

rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga 

untuk alam lainnya. Yang diselamatkan adalah hablum minallah, hamblum 

minan nas dan juga hablum minal alam. Makanya Islam yang menyelamatkan 

adalah Islam yang memberikan keselamatan bagi semuanya.2 

 

ǁ ĆƙĈȶĆȱǠĆȞĊȲĉĈȱ ăǦĆĊƥĆî ŉɍĈâ ĆûǠĆȺĊȲĆȅĊîĆà ǠĆȵĆĀČċĒ ǀ3 

ñDan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alamò. (QS. Al-Anbiyaa ayat 107)4 

 

Lalu bagaimana kaitannya dengan Univesitas Islam Indonesia sebagai 

kampus ra matan lil óǕlamǭn? Tentu saja kampus yang miliki islamic 

intergrity, moral yang baik, kindess atau kemaslahatan, profesionalitas dan 

loyalitas. Kampus yang lebih pemurah, lebih toleran, lebih intergrati, jujur 

 
11Wawancara dengan Rohidin di Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2020 
2Ismail Yahya, ñIslam Rahmatan Lilôalaminò dalam http://www.iain-

surakarta.ac.id/?p=12750, html diakses pada sabtu, 11 Januari 2020, pukul 20.20 WIB. 
3Al-Qurôan Surat Al-Anbiyaaô Ayat 107 
4Tim Penerjemah Al-Qurôan UII, Qurôan Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: 

UII Pers, 1999), 589. 

http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750
http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750
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dan punya komitmen khususnya komitmen bagi penyandang disabilitas yang 

memiliki kebutuhan khusus dilingkup UII.  

Hal ini menunjukan bahwa Universitas Islam Indonesia memiliki 

keperduliannya kepada penyandang disabilitas mahasiswa maupun civitas 

akademik dalam bentuk UII meratifikasi regulasi yang ada dalam undang-

undang akan tetapi UII belum memiliki regulasi khusus terkait penyandang 

disabilitas dan pada faktanya sarana dan prasana yang disediakan oleh 

kampus belum maksimal, masih banyak kekurangan kampus dalam 

ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 

Dalam hal ini Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi pada Pasal 41 Ayat 3 mengatakan bahwa Pendidikan Tinggi 

memfasilitasi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kecerdasan mahasiswa.5Artinya 

bahwaperguruan tinggi juga wajib menyediakan sarana dan prasarana yang 

dapat mengakomodasi penyandang disabilitas karena mimiliki potensi dan 

kecerdasan yang berbeda. 

Bapak Taufik dosen Fakultas Teknologi Industri (FTI) yang merupakan 

penyandang disabilitas daksa yang harus menggunakan alat bantu kursi roda 

atau alat bantu jalan kruk mengatakan bahwa saat ini Universitas Islam 

Indonesia memiliki perubahaan yang sangat pesat dalam hal aksesibilitas 

sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, salah satunya adalah sudah 

adanya lift pada hampir di setiap gedung yang membantu mobilitasnya. Akan 

 
5Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
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tetapi beberapa fungsional sarana dan prasarana belum maksimal dan belum 

memenuhi standar terutama pada bagian pegangan yang ada didalam toilet 

disabilitas yang dirasa tidak kuat menumpu berat badan.6 

Ketentuan bangunan gedung sudah diatur dalam ñPeraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas 

Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkunganò. Pada BAB I  

1. Maksud dan tujuan 

ñDijelaskan bahwa pedoman teknis ini dimaksud untuk memberikan 

acuan bagi kegiatan pembangunan, yang meliputi perencanaan teknis 

dan pelaksanaan kontruksi serta pemanfaatan bangunan gedung dan 

lingkungan yang aksesibel bagi semua orang dengan mengutamakan 

semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Tujuan dari 

penyusunan pedoman teks ini adalah untuk mewujudkan kesamaan, 

kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran 

penyandang disabilitas dan lansia diperlukan sarana dan upaya yang 

memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang akhirnya dapat 

mencapai kemandirian dan kesejahterahan penyandang disabilitas dan 

lansiaò.7 

2. Asas fasilitas dan aksesibilitas 

 
6Wawancara dengan Taufik Hidayanto di Yogyakarta, tanggal 6 Januari 2020. 
7Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis 

Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. 
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a.òKeselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam 

suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi 

semua orang., b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai 

semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan., c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat 

mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum 

dalam suatu lingkungan., d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa 

mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan 

yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa 

membutuhkan bantuan orang lainò.8 

 

3. Penerapan pedoman 

a. Lingkup 

ñPeraturan menteri ini menetapkan pedoman teknis fasilitas dan 

aksesibilitas, yang diperlukan oleh setiap bangunan gedung, termasuk 

ruang terbuka dan penghijaun yang dikunjungi dan digunakan oleh 

semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia. 

Bangunan gedung yang dimaksud dalam peraturan menteri adalah 

sumua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, 

baik yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun perorangan, 

yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, 

 
8Ibid. 
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dikunjungi dan mungkin oleh semua orang termasuk penyandang 

disabilitas, lansia dan yang berkebutuhan khususò.9 

b. Jenis bangunan gedung 

ñJenis bangunan gedung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah 

bangunan yang berfungsi sebagai: 

1) Bangunan gedung fungsi hunian, meliputi: rumah susun, rumah flat, 

asrama, panti asuhan, apartemen, hotel, dll. 

2) Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi: masjid, gereja, pura, 

wihara, dan kenteng serta bangunan gedung keagamaan laninya; 

3) Bangunan gedung fungsi usaha, meliputi: gedung perkantoran, 

kantor pos, bank, gedung pelayanan umum lainnya, bidang 

perdagangan , gedung pabrik perindustrian, perhotelan, wisata dan 

rekreasi, restoran, terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api; 

4) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi: bangunan 

untuk pendidikan, kebudayaan, museum, perpustakaan, pelayanan 

kesehatan, laboratorium, bioskop, tempat pertunjukan, gedung 

konferensi; 

5) Gedung fungsi khusus meliputi: bangunan gedung untuk reaktor 

nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan; 

 
9Ibid.  
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6) Fasilitas umum seperti taman kota, kebun binatang, tempat 

pemakaman umum dan ruang publik lainnyaò.10 

c. Fasilitas umum lingkungan (ruang terbuka dan penghijauan) 

1) ñRuang terbuka aktif: setiap ruang terbuka yang diperlukan untuk 

umum sebagai tempat interaksi sosial, harus memenuhi pedoman 

teknis aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman iniò; 

2) ñRuang terbuka pasif: setiap ruang terbuka yang terjadi dari hasil 

perencanaan bangunan secara terpadu seharusnya memnuhi seluruh 

pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkanò.11 

d. Penerapan 

1) Penerapan wajib 

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat wajib bagi bangunan 

sebagai berikut: 

a) Bangunan gedung yang telah ada: 

ñSetiap bangunan gedung dan/atau bagian dari bangunan gedung 

yang telah ada wajib memenuhi pedoman teknis fasilitas dan 

aksesibilitas secara bertahap yang diatur oleh pemerintah daerah, 

minimal pada lantai dasar, terkecuali pada bangunan gedung 

pelayanan transportasi, dan bangunan gedung hunian masal semua 

 
10Ibid. 
11Ibid. 
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lantai bangunan yang ada harus memenuhi pedoman fasilitas dan 

aksesibilitasò. 

b) Bangunan gedung yang akan dibangun: 

ñSetiap bangunan gedung yang akan dibangun, harus memenuhi 

seluruh pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas yang ditetapkan 

dalam pedoman iniò. 

c) Bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan: 

ñSetiap bangunan gedung yang mengalami perubahan dan 

penambahan bangunan yang menyebabkan perubahan, baik pada 

fungsi maupun luas bangunan, maka pada bagian bangunan yang 

berubah harus memenuhi semua pedoman yang ditetapkan, 

sedangkan pada bagian bangunan yang tetap, diharuskan memenuhi 

pedoman sesuai ketentuan butir 1ò. 

d) Bangunan gedung yang dilindungi:  

ñBangunan gedung yang merupakan bangunan bersejarah harus 

memenuhi pedoman teknis aksesibilitas, dengan tetap mengikuti 

pedoman dan standar teknis pelestarian bangunan yang berlakuò. 

e) Banguan gedung yang merupakan bangunan darurat 

ñBangunan gedung sementara, yaitu didirikan tidak dengan 

konstruksi permanen tapi dimaksud untuk digunakan secara penuh 
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oleh masyarakat umum selama lebih dari 5 (lima) tahun, 

diwajibkan memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitasò. 

e. Penerapan tidak wajib. 

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat tidak wajib bagi bangunan 

sebagai berikut: 

1) ñBangunan yang dapat dibuktikan, berdasarkan pendapat ahli 

yang berkompeten dan disetujui oleh pemerintah daerah, bahwa 

pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas tidak dapat dipenuhi 

karena adanya kondisi site bangunan, kondisi sistem struktur 

dan kondisi lainnya yang spesifikò. 

2) ñBangunan sementara yang tidak digunakan oleh masyarakat 

umum dan hanya dalam waktu terbatasò. 

3) ñBangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan 

yang digunakan secara langsung di dalam suatu proses 

pelaksanaan pembangunan, seperti perancah, gudang material 

dan direksi ketò. 

4) ñBangunan dan bagian bangunan yang dimaksud untuk tidak 

dihuni secara tetap dalam waktu yang lam, yang dicapai hanya 

melalui tangga, dengan merangkak, fang yang sempit, atau 

ruang lift barang, dan bagi ruang-ruang yang hanya dapat 
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dicapai secara tertentu oleh petugas pelayanan untuk tujuan 

pemeliharaan dan perawatan bangunanò.12 

 

f. Prinsip penerapan 

Dalam rangka menciptakan lingkungan binaan memenuhi pedoman 

teknis fasilitas dan aksesibilitas, digunakan prinsip-prinsip penerapan 

sebagai berikut: 

1) ñSetiap pembangunan bangunan gedung, tapak bangunan, dan 

lingkungan di luar bangunan harus dilakukan secara terpadu.Setiap 

kegiatan pembangunan bangunan gedung harus memperhatikan semua 

pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada: ukuran dasar ruang/ 

ruang lantai bebas, pintu, ram, tangga, lift, lift tangga, toilet, pancuran, 

wastafel, telepon, perabotan, perlengkapan dan peralatan kontrol, 

Rambu dan markaò. 

2) ñSetiap pembangunan tapak bangunan gedung harus memperhatikan 

pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas padaò: 

i. Ukuran dasar/ ruang lantai bebas; 

ii. Jalur pedestrian; 

iii. Jalur pemandu; 

iv. Area parkir; 

 
12Ibid. 
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v. Ram; 

vi. Rambu dan marka; 

3) Setiap pembangunan lingkungan di luar bangunan harus 

memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada: 

1. Ukuran dasar ruang/ ruang lantai bebas; 

i. Ukuran dasar ruang 

ii. Jalur pedestrian; 

iii. Jalur pemandu; 

iv. Area parkir; 

v. Ram; 

viRambu dan marka.13 

Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di 

katakan bahwa mempunyai hak, itu termaktup pada pasal 5 bahwa 

penyandang disabilitas memiliki hak; ñ(1) hidup, (2) bebas dari stigma, (3) 

privasi, (4) keadilan dan perlindungan hukum, (5) pendidikan, (6) pekerjaan, 

kewirausahaan dan koperasi, (7) kesehatan, (8) politik, (9) keagamaan, (10) 

keolahragaan, (11) kebudayaan dan pariwisata, (12) kesejahteraan sosial, (13) 

aksesibilitas, (14) pelayanan publik, (15) perlindungan dari bencana, (16) 

habilitas dan rehabilitas, (17) konsesi, (18) pendataan, (19) hidup secara 

mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, (20) berekspresi, berkomunikasi 
 

13Ibid.  
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dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, (21) 

bebas dari tindakan diskriminasi, penelataran, penyiksaan, dan eksploitasiò. 

Universitas Islam Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan maka UII 

harus memperhatiakan Pasal 5 butir e yang dimana salah satunya hak 

pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas dijelaskan hak pendidikan pada: 

Pasal 10 

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: 

a. ñMendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua 

jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khususò; 

b. ñMempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau 

tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan 

jenjang pendidikanò; 

c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan 

yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan 

jenjang pendidikan; dan 

e. Mendapatkan akomondasi yang layak sebagai peserta didik.14 

Berikut ini adalah tabel sarana dan prasarana yang kurang aksesibel bagi 

penyandang disabilitas di lingkup Universitas Islam Indonesia: 

 
14Ibid. 
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Tabel 1 

SARANA DAN PRASARANA FISIK PENUNJANG 

AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS  

Sarana dan Prasarana Kondisi Ideal 

Pintu Lebar pintu minimal 90 cm dan rata. Tidak ada 

perbedaan lantai di luar  dan lantai di dalam 

Ramp  Harus disediakan ramp (bidang miring) untuk 

lantai yang berbeda ketinggiannya dengan 

ketentuan kemiringan ramp maksimal 7-10 

derajat. Penjang kemiringan minimal 120cm dan 

tidak boleh lebih dari 900cm. Lantai tidak boleh 

licin, dengan lebar minimal 120cm. 

Tangga Lift untuk bangunan yang bertingkat. 

Guiding block Disediakan guiding block (ubin pemandu) antar 

gedung dan antar ruang. 

Fasilitas penghubung Disediakan fasilitas penghubung antar gedung 

yang bisa dipergunakan oleh penyandang 

disabilitas. 

Kamar kecil (toilet) Toilet aksesibel dengan ketentuan: 

a. Pintu dengan lebar 90cm lengkap 

dengan kuncinya serta mudah dibuka 

dan ditutup. 

b. Ukuran ruang minimal 1,5m x 1,5m 

agar kursi roda bisa bergerak. 

c. Disediakan pegangan rambat (hand 
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rail). 

d. Toilet duduk. 

e. Tidak ada perbedaan ketinggian anatara 

lantai diluar dengan didalam toilet. 

f. Tombol darurat diletakan pada tempat 

yang mudah dicapai. 

g. Ketinggian wastafel dan pengeringan 

tangan 75cm. 

Akses jalan Jalan anatar gedung dan ruangan dibuat rata 

(tidak ada perbedaan ketinggian lantai) 

dilengkapi hand rail dan guiding block. 

Rambu-rambu dan marka Disediakan rambu-rambu dan marka disabilitas 

diberbagai tempat guna mendukung mobilitas. 

 

Maka Universitas Islam Indonesia harus memperhatikan sarana dan 

prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang berada di lingkup 

UII, bukan hanya untuk mahasiswa akan tetapi juga untuk civitas akademik, 

karyawan/pegawai atau seseorang yang sedang ada keperluan di lingkup UII. 

Hal ini juga merupakan apa yang dicita-citakan UII yang ada dalam visi UII 

itu sendiri yaitu sebagai kampus raỠmatan lil óǕlamǭn. 
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B. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyandang Disabilitas di 

Universitas Islam Indonesia 

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah perang dunia ke dua 

dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. 

Istilah hak asasi manusia menggantikan istilah natural right. Hal ini terjadi 

karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi 

materi yang kontroversial.Hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural 

right merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal, 

dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar 

sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkup kehidupan 

masyarakat luas. Usaha merumuskan hak asasi manusia ke dalam suatu 

naskah internasional berhasil dilakukan pada 10 Desember 1948 dengan 

diterimanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau 

Universal Declaration Of Human Right (UDHR) oleh negara-negara yang 

tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah pernyataan 

bersama, secara moral DUHAM baru mengikat namun secara yuridis 

DUHAM belum mengikat.Namun demikian, meskipun tidak mengikat secara 

yuridis, dokumen tersebut memiliki pengaruh yang bersifat moril, politik dan 

edukatif yang sangat berarti. DUHAM adalah sebuah ñcommitmentò moral 

secara universal pada norma-norma dan hak-hak asasi..15 

 
15Eko Riyadi (ed.), To Promote: Membaca Perkembangan Hak Asasi Manusia di 

Indonesia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), 3. 



56 
 

 
 

Hak asasi manusia merupakan norma universal yang dapat diterapkan 

dimana saja dan dalam sistem politik dan ekonomi seperti apapun. Gagasan 

universalisme berkembang dengan semboyan, ñsemua hak asasi manusia 

untuk semuaò (all human right for all).Semboyan ini bergema dan menjadi 

kekuatan pendorong bagi pemahaman baru tentang universalitas hak asasi 

manusia. Di satu sisi, gagasan ini merujuk pada óketidakterbagianô 

(indivisibility) dan ókesalingketergantunganô (interdependency) semua hak 

asasi manusia, yakni perpaduan dari konsep dan generasi hak asasi manusia. 

Hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak kolektif sama pentingnya dengan 

hak-hak sipil dan politik. Perlindungan hak asasi manusia yang nyatanya 

hanya akan dapat dicapai dengan perpaduan yang seimbang anatar berbagai 

hak asasi manusia serta mempertimbangkan hak individu atas ketiadaan 

intervensi negara dan tindakan positif negara dalam semua hak. Pada saat 

yang sama, gagasan yang sama juga merupakan simbol dari universalitas hak 

asasi manusia dalam pengertian yang lebih sempit, yakni keberlakuannya 

secara prinsip untuk semua manusia, tanpa dipengaruhi oleh gender, agama, 

ras, warna kulit, asal-usul etnis sosial, kebangsaan.16 

Mengakui bahwa disabilitas ñmerupakan suatu konsep yang terus 

berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang 

dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang 

menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat 

berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, mengakui pentingnya pedoman 

 
16Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayanto (ed.), Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme 

Perlindungannya, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012),8. 
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prinsip dan kebijakan yang termuat dalam program aksi dunia mengenai 

penyandang disabilitas dan dalam peraturan-peraturan standar mengenai 

persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mempengaruhi 

promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program aksi pada 

tingkat nasional, regional dan internasional untuk lebih menyamakan 

kesempatan bagi penyandang disabilitas, menekankan pentingnya isu-isu 

disabilitas sebagai bagian intergral dari strategi yang relevan bagi 

pembangunan yang berkesinambungan, mengakui juga bahwa diskriminasi 

atas setiap orang berdasarkan disablilitas merupakan pelanggaran terhadap 

martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang, mengakui pula keragaman 

penyandang disabilitasò.17 

Pada tanggal 3 Mei 2008 sudah mulai berlakunya Convention on the Right 

of Person With Disabilities (CRPD). CRPD lahir setelah puluhan tahun 

ñPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerja untuk mengubah sikap dan 

pendekatan untuk difabel. CRPD merupakan wujud puncak perubahan 

paradigma gerakan disabilitas dari cara pandangan lama yang melihat 

penyandang disabilitas sebagai ñobyekò amal, pengobatan dan perlindungan 

sosial kepada cara pandang baru yang melihat kaum difabel sebagai ñsubyekò 

yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu 

membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan 

kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif. Hal ini 

 
17Konvensi hak-hak penyandang disabilitas, dikutip dari 

https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-penyandang-hak-hak-dissabilitas/ diakses pada hari 

kamis tanggal 30 Januari 2020 jam 12.23. 

https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-penyandang-hak-hak-dissabilitas/
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menjelaskandan menjelaskan bahwa semua kategori hak asasi manusia 

berlaku untuk penandang disablititas serta mengidentifikasi bahwa adaptasi 

harus dibuat untuk menjamin bahwa difabel dapat menikmati dan 

menjalankan hak-haknya secara efektifò.18 

Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ini pada 30 November 2011 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi 

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dengan pokok-pokok isi 

konvensi sebagai berikut: 

1. Pembukaan 

ñPembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama 

bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan 

fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat 

menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 

efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa 

diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap 

martabat dan nilai yang melekat pada setiap orangò. 

2. Tujuan  

ñTujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan 

menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua 

 
18Konvensi Internasional tentang Hak Difabel, dikutip dari 

https://www.solider.id/baca/592-konvensi-internasional-tentang-hak-difabel-crpd diakses pada hari 

kamis tanggal 30 Januari 2020 jam 13.01 WIB. 

https://www.solider.id/baca/592-konvensi-internasional-tentang-hak-difabel-crpd
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penyandang disabilitas, serta pengormatan terhadap martabat 

penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent 

dignity)ò. 

3. Kewajiban Negara 

ñKewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, 

melalui penyusuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan 

administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan 

perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif 

terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, 

menjamin partisipasi penyandang dissabilitas dalam segala aspek 

kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, 

seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan 

komunikasiò. 

4. Hak-hak Penayangdang Disabilitas 

ñSetiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat 

manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-

mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas 

intergritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang 

lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan 

pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan 

daruratò. 

5. Implementasi dan Pengawasan Nasional 
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ñNegara pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang 

bertanggungjawab terkait pelaksanaan konvensi ini, dan membangun 

mekanisme kordinator di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi 

tindakan tersebutò. 

6. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantau Konvensi Hak-

Hak Penyandang Disabilitas 

ñNegara pihak wajib membuat laporan pelaksanaan konvensi ini 2 

(dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling 

lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite 

Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui 

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau 

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas membahas laporang yang 

disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan 

mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk 

pelaksanaan konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama 

internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantauan Unstrumen 

Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa lainnyaò.19 

Ada 3 (tiga) bentuk kewajiban negara, masing-masing adalah kewajiban 

untuk menghormati (obligation to respect), kewajiban untuk memenuhi 

 
19Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas). 
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(obligation to fulfill), dan kewajiban untuk melindungi (obligation to protect). 

Penjelasan dari tiga bentuk kewajiban tersebut adalah:20 

1. ñKewajiban untuk menghormatiò; 

a. ñNegara tidak melakukan campur tangan terhadap hak sipil warga 

negara. Campurtangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak 

asasi manusia. Contohnya adalah: Hak untuk hidup. Berhubungan 

dengan kewajiban negara untuk tidak membunuhò. 

b. ñHak atas integritas fisik dan mental. Berhubungan dengan kewajiban 

negara untuk tidak menyiksaò. 

c. ñHak untuk memilih. Berhubugan dengan kewajiban negara untuk 

tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum 

yang demokratisò. 

d. ñHak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan. Berhubungan dengan 

kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan 

dan sistem pendidikanò. 

2. Kewajiban untuk memenuhi 

a. ñHal ini mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah 

legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktisò. 

b. ñNegara harus memastikan hak-hak warga negaranya dapat terpenuhi 

hingga pencapaian maksimal.Sebagai contoh, setiap penyandang 

disabilitas yang ditahan karena tuduhan melakukan kejahatan harus 

segera didampingi pengacara, dokter, psikolog/psikiater dan ahli yang 

 
20Puguh Windrawan (ed.), Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, 

(Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 26. 
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sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas sesaat setelah mereka 

ditahanò. 

c. ñPenyandang disabilitas berhak atas pendidikan inklusi, maka negara 

berkewajiaban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar 

pendidikan inklusi tersebut dapat terpenuhiò. 

3. Kewajiaban untuk melindungi 

a. ñKewajiban ini mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk 

memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak 

ketigaò. 

b. ñMereka yang disebut pihak ketiga adalah individu, kelompok maupun 

korporasiò. 

c. ñNegara harus menyediakan tatanan yang aman agar penyandang 

disabilitas tidak rentan menjadi korban kejahatanò. 

d. ñJika penyandang disabilitas menjadi korban kejahatan, maka negara 

wajib menangkap dan memproses hukum si pelaku. Membiarkan 

pelaku hidup bebas, sama artinya dengan melanggar hak atas rasa 

aman korbanò. 

e. ñNegara juga berkewajiban memastikan bahwa penyandang disabilitas 

dapat bekerja di sektor swasta. Mereka juga diharuskan mendapatkan 

perlindungan dari potensi pelanggaran atau kejahatan dari sektor 

swasta tersebutò. 

Tiga kewajiban diatas merupakan keniscayaan yang harus dipenuhiagar 

tidak berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada kondisi ini, 



63 
 

 
 

pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat diterapkan kepada negara 

(pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudikatif). ñKetidakmauan 

(unwillingness) dan ketidakmampuan (unability) negara untuk melindungi 

dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (human 

right violation by omission).Sedangkan kegagalan negara untuk menghormati 

disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (human right violation 

by commission)ò.21 

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, 

Universitas Islam Indonesia (UII) berperan dalam pemenuhan hak 

penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi. Hal ini di muat 

dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pada pasal 10 yang berbunyi: 

Pasal 10 

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: 

a. ñMendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di 

semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khususò; 

b. ñMempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau 

tenaga pendidik pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan 

jenjang pendidikanò; 

c. ñMempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan 

yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikanò; dan 

 
21Ibid., 28 
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d. ñMendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didikò.22 

Dan sebagai perguruan tinggi UII harusfasilitas untuk membentuk unit 

layanan disabilitas yang dimaksud untuk memberikan pendampingan 

terhadap difabel. Hal ini juga ada di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas pasal 41 yang berbunyi: 

Pasal 41 Ayat 3 

ñSetiap penyelanggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan 

Unit Layanan Disabilitasò.23 

Pasal 41 Ayat 4 

Unit Pelayan Disabilitas sebagai mana dimaksud pada ayat 3 berfungsi: 

a. ñMeningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan di 

pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang 

Disabilitasò; 

b. ñMengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi 

dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang 

disabilitasò; 

c. ñMengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layakò; 

d. ñMenyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang 

disabilitasò; 

 
22Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
23Ibid. 
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e. ñMelakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi 

disabilitasò; 

f. ñMerujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, 

psikolog, atau psikiaterò; dan  

g. ñMemberikan sosialisai pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan 

inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didikò.24 

Pasal 41 Ayat 7 

Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan 

Disabilitas dikenai sanksi administrasi berupa: 

a. ñTeguran tertulisò; 

b. ñPenghentian kegiatan pendidikanò; 

c. ñPembekuan izin penyelenggaraan pendidikanò; dan 

d. ñPencabutan izin penyelengaraan pendidikanò.25 

Sebagai kampus Islam, UII memiliki tempat ibadah utama yang ada di 

kampus terpadu yaitu masjid ulil albab yang dimana terletak dilantai dua (2) 

diatas gedung kahar mudzakir. Dengan akses menggunakan eskalator atau lift 

tangga untuk menuju masjid tersebut dirasa kurang aksesibel bagi 

penyandang disabilitas khususnya pengguna alat bantu kursi roda dan atau 

kruk. Hal ini disampaikan saudara Taufik seorang dosen di teknik informatika 

yang menggunakan alat bantu jalan, bahwa saudara Taufik kurang bisa 

mengakses eskalator atau lift tangga tersebut karena pada dasarnya seorang 

 
24Ibid. 
25Ibid. 
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penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda dan atau kruk 

membutuhkan keseimbangan untuk mengakses eskalator atau lift tangga 

tersebut dan jika menggunakan kursi roda maka tidak bisa mengaksesnya. 

Saudara taufik juga belum pernah  beribadah di masjid tersebut karena alasan 

akses dan keselamatan bagi dirinya.26Untuk tempat ibadah sendiri juga sudah 

disampaikan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas Pasal 14 yang berbunyi: memperoleh kemudahan 

akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.27 

 

 

 

 
26Wawancara dengan Taufik Hidayanto di Yogyakarta, tanggal 6 Januari 2020. 
27Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

Gambar 1. Lift tangga menuju masjid ulil albab 
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Dilihat dari trotoar yang ada di UII, guiding block atau jalan pemandu 

hanya bisa diakses pada area boulevard saja, Sedangkan pada bagian area lain 

trotoar belum terpasang guiding block. Hal ini merupakan salah satu bagian 

dari hambatan bagi penyandang disabilitas netra yang harus menggunakan 

guiding block sebagai akses pemandu jalan. Tidak hanya itu di trotoar juga 

masih didapati penghalang yang dapat mengbambat penyandang disbilitas 

dalam mengaksesnya, seperti tiang listrik di tengah guiding block yang 

memutus akses, besi penutup gerbang yang berada di atas trotoar serta trotoar 

tidak rata. 

 

 

Gambar 3.Trotoar depan gedung Wachid Hasyim Gambar 2. Guiding block bagian depan UII 
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Sedangkan untuk toilet ramah disabilitas rata-rata disetiap gedung 

dilingkup Universitas Islam Indonesia sudah ada akan tetapi dalam 

pemasangan hand rail (pegangan) tidak terlalu kuat sudah banyak hand rail 

yang sudah rusak sedangkan terkait ketinggian wastafel dan pengeringan 

masih bervariasi belum mengacu pada ukuran standar ketinggian wastafel 

yakni 75cm, dan ada beberapa gedung yang belum memiliki toilet ramah 

disabilitas seperti di gedung Pascasarjana FIAI UII dan di Pascasarjana 

Fakultas Hukum UII. Sedangkan di gedung Wachid Hasyim dan gedung 

Moh.Yamin toilet ramah penyandang disabilitas hanya terdapat di lantai 1. 

 

        Gambar 4. Toilet di gedung Prof. Zanzawi Soejati 
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Dilingkungan kampus Universitas Islam Indonesia masih minim rambu-

rambu bagi penyandang disabilitas, rambu-rambu disini bertujuan untuk 

memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas yang ada 

didalam lingkup kampus. Seperti rambu dan tempat parkir khusus bagi 

penyandang disabilitas masih jarang dijumpai di setiap gedung yang ada di 

Universitas Islam Indonesia 

 

 Gambar 5. Tempat parkir khusus di gedung Soekiman Wirjosandjojo 
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Untuk guiding block (ubin pemandu) didalam gedung masih sangat langka, 

ubin pemandu di dalam gedung bisa di jumpai di gedung Moh.Yamin 

Fakultas Hukum dan itupun hanya terletak di lantai bawah dan hanya 

disebagian samping kanan saja. Ubin pemandu sangat bermanfaat bagi 

penyandang tuna netra karena dengan ubin pemandu dapat memudahkan 

untuk memasuki ruangan yang akan dituju.  

       Gambar 6. Guiding block di dalam gedung Moh Yamin 

 

 


